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A. Pendahuluan 

Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal (UUJPH), terjadi pergeseran norma penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 

(JPH) di Indonesia. Diantara pergeseran norma tersebut yaitu: dari voluntary halal 

certification menjadi mandatory halal certification; dari indirect intervention on halal 

certification menjadi direct intervention on halal certification. 

Pergeseran norma dari voluntary halal certification menjadi mandatory halal 

certification, dapat dijelaskan bahwa UUJPH mengatur semua produk yang masuk, beredar, 

dan diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib bersertifikat 

halal.
2
 Lebih jauh lagi, bahwa UUJPH mewajibkan setiap produk non-halal yang masuk, 

beredan dan diperdagangkan wajib untuk mencantumkan keterangan tidak halal (label haram) 

pada produk tersebut.
3
 Konstruksi hukum kedua norma tersebut berarti mengandung makna 

mandatory information on halal products. 

Sedangkan pergeseran norman dari indirect intervention on halal certification 

menjadi direct intervention on halal certification, terkait dengan intervensi negara secara 

langsung dalam pengelolaan sertifikasi halal. Intervensi negara sebagaimana dimaksud dapat 

dilihat sebagai peran negara
4
 terhadap pengelolaan sertifikasi halal, dengan membentuk 

lembaga yang menyelenggarakan JPH. Bentuk intervensi dan peran negara terhadap 

pengelolaan JPH, dapat dilihat sebagai bentuk pengaturan informasi (information regulation) 

produk halal yang beradar di pasar. 

Setelah pemberlakuan UUJP, tanggung jawab pengelolaan sertifikasi halal (JPH) 

dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH). Pada pelaksanaannya BPJPH tidak berjalan sendirian, namun bekerjasama dengan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hubungan kerjasama 
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antara BPJPH, MUI dan LPH melahirkan sistem penyelenggaraan JPH sebagaimana diatur 

dalam UUJPH. 

Untuk menguraikan kedudukan kelembagaan MUI dalam penyelenggaraan JPH tidak 

dapat berdiri sendiri, namun juga harus menguraikan kedudukan kelembagaan BPJPH dan 

LPH sekaligus. Kedudukan ketiga lembaga tersebut memformulasikan penyelenggaraan 

sistem JPH di Indonesia, sebagaimana diatur setelah pemberlakuan UUJPH. Secara 

bersamaan, kedudukan dan kelembagaan MUI memiliki posisi sentral dan strategis dalam 

penetapan produk halal dalam sistem JPH. 

 

B. Pembahasan 

Norma pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam UUJPH diatur dalam 

Pasal 4, bahwa Produk
5
 yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 

bersertifikat halal.
6
 Dapat dipahami bahwa pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal 

mengandung norma mandatory, karena setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia 

wajib bersertifikat halal. Pada ketentuan berikutnya, ternyata kewajiban bersertifkat halal 

terhadap produk yang beredar, masuk dan diperdagangkan di Indonesia, tidak berlaku bagi 

semua produk, karena Pasal 26 UUJPH mengecualikan kewajiban bersertifikat halal, kepada 

pelaku usaha yang memang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan.
7
 Bagi pelaku 

usaha yang memang memproduksi produk dari bahan haram, wajib mencantumkan 

keterangan tidak halal pada produknya.
8
 

Dengen demikian, norma pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam 

UUJPH, ternyata sama sekali tidak melarang produksi dan perdagangan produk haram. 

Sepanjang produsen produk haram tersebut, mencantumkan keterangan tidak tidak halal. 

Ketentuan ini mengandung norma mandatory information tentang kehalalan produk, untuk 

setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia. Regulasi produk halal dalam UU JPH, jika 

dikaitkan dengan forms of social regulation
9
 sebagaimana yang diajukan oleh Ogus, maka 

intervensi negara masih berada pada posisi regulasi informasi (information regulation), belum 

mencapai pada posisi regulasi standar (standard regulation) maupun regulasi persetujuan 

terlebih dahulu (prior approval regulation), karena ketentuan tersebut tidak sampai pada 
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larangan perdagangan produk haram. Pandangan ini dipertegas dengan pengertian sertifikat 

halal, dalam rumusan Pasal 1 angka 10 disebutkan “Sertifikat Halal adalah pengakuan 

kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang 

dikeluarkan oleh MUI.”
10

 Juga diperkuat dengan pengertian label halal, sebagaimana Pasal 1 

angka 11 menyebutkan “Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.”
11

 

Diertegas kembali pada ketentuan Pasal 24, tentang kewajiban pelaku usaha yang 

mengajukan permohonan sertifikat halal, yaitu kewajiban untuk memberikan informasi yang 

benar dan jujur, memisahkan setiap tahapan proses produksi antara produk halal dan haram, 

memiliki Penyelia Halal,
12

 dan melaporkan setiap perubahan komposisi bahan kepada 

BPJPH,
13

 merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 4 UU JPH.
14

 Ketentuan tersebut 

bermakna, kewajiban menyampaikan symmetric information dalam memperoleh sertifikat 

halal. 

Secara eksplisit UUJPH menyebutkan, bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk 

Halal (JPH)
15

 merupakan tanggung jawab negara. Sebagaimana rumusan Pasal 5 ayat (1) 

UUJPH menyebutkan, “Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.”
16

 

Ketentuan tersebut, menjelaskan posisi dan peran pemerintah dalam perlindungan konsumen 

Muslim di Indonesia. Dengan pandangan bahwa, tanpa peran pemerintah untuk memberikan 

jaminan terhadap produk halal, konsumen Muslim tidak mampu menunaikan kewajiban 

ibadahnya, karena tidak mampu menguji dan memvalidasi kehalalan produk yang massive 

dan credential. Sebagaimana kaidah yang diajukan oleh Silmy, yaitu mā lā yatimmu al-wājib 

illā bihi fahua wājib,
17

 maka peran pemerintah dalam menjamin produk halal menjadi al-

wājib al-kafā’ī (collective responsibility).
18

 Untuk pelaksanaan jaminan produk halal tersebut, 

dilaksanakan oleh Menteri
19

 Agama
20

 Republik Indonesia. Dengan demikian, jika rumusan 
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Pasal 5 ayat (1) dan (2) tersebut tersebut dibenturkan dengan pandangan Gilles Grolleau dan 

Sandos BenAbid tentang bentuk intervensi pemerintah direct/indirect,
21

 maka jelas bahwa 

UUJPH sesungguhnya telah memilih intervensi pemerintah secara langsung (direct). 

Untuk melaksanakan jaminan produk halal tersebut, UUJPH mengamanatkan 

pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
22

 yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
23

 Tata urutan Pasal 5 ayat (1), (2) dan 

(3) jelas menunjukkan bahwa pemerintah bertangung jawab atas jaminan produk halal yang 

dilaksanakan oleh Menteri Agama, untuk penyelenggaraannya maka dibentuklah BPJPH yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, bahwa secara institusional pelaksanaan jaminan produk halal merupakan 

kewenangan Menteri Agama, dan kewenangan tersebut didelegasikan kepada kepada 

BPJPH.
24

 

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut, BPJPH dapat 

membentuk perwakilan di daerah, sepanjang jika diperlukan.
25

 Ketentuan ini tentu saja untuk 

memudahkan pengaturan mandatory halal certification, sebagaimana yang dirumuskan dalam 

Pasal 4 UU JPH. Pada ayat berikutnya, dirumuskan bahwa pengaturan mengenai tugas, fungsi 

dan susunan organisasi BPJPH, akan diatur kemudian dalam Peraturan Presiden.
26

 Untuk 

menyelenggarakan jaminan produk halal, UUJPH memberikan kewenangan kepada BPJPH 

sebagai berikut:
27

 

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; 

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; 

c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; 

d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; 

e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; 
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f. melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksan Halal (LPH); 

g. melakukan sertifikasi Auditor Halal; 

h. melakukan pengawasan terhadap JPH; 

i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan 

j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang JPH. 

Untuk melaksanakan kewenangannya tersebut, BPJPH bekerjasama dengan
28

 (1) 

kementerian dan/atau lembaga terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau 

lembaga tersebut;
29

 (2) LPH, untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk;
30

 dan (3) MUI, 

dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk dalam bentuk Keputusan 

Penetapan Halal Produk, dan akreditasi LPH.
31

 Selanjutnya mengeni pengaturan kerjasama 

tersebut, akan diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah.
32

 

Berdasarkan penjelasan tentang BPJPH sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi 

dan labelisasi produk halal tersebut di atas, dapat bahwa BPJPH merupakan lembaga publik. 

Pandangan ini diargumentasikan pada Pasal 5 ayat (1) tentang tanggung jawab pemerintah 

dalam mengelenggarakan jaminan produk halal, Pasal 5 ayat (2) tentang penyelenggaraan 

jaminan produk halal dilaksanakan oleh Menteri Agama, Pasal 5 ayat (3) tentang 

pembentukan BPJPH untuk menyelenggarakan jaminan produk halal yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Atas dasar pengaturan tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa kedudukan BPJPH berada dalam lembaga eksekutif yang tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
33

 hal ini dijelaskan dari kedudukan dan 

pertanggungjawaban BPJPH. 

Selain BPJPH terdapat juga Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), merupakan lembaga 

yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.
34

 LPH 

dapat didirikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, dan mempunyai kesempatan yang sama 

dalam membantu BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan 
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produk.
35

 Pendirian LPH tersebut, harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: (1) memiliki 

kantor sendiri dan perlengkapannya; (2) memiliki akreditasi dari BPJPH; (3) memiliki 

Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; (4) memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja 

sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium;
36

 serta (5) khusus untuk LPH yang 

didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga kegamaan Islam berbadan 

hukum.
37

 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa BPJPH merupakan lembaga 

eksekutif yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, 

bahwa negara memiliki hubungan pengawasan terhadap LPH, yaitu melalui hubungan 

kerjasama antara BPJPH dengan MUI untuk mengakreditasi LPH.
38

 Ini berarti bahwa negara 

memliki fungsi pengawasan dan kontrol terhadap LPH, yaitu melalui sistem akreditasi yang 

ditetapkan dalam UU JPH. 

Berhubungan dengan Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH,
39

 setiap 

Auditor Halal harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: (1) warga negara Indonesia; (2) 

beragama Islam; (3) berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, 

kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; (4) memahami dan memiliki wawasan 

luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; (5) mendahulukan kepentingan umat 

di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan (6) memperoleh sertifikat dari MUI.
40

 

Auditor Halal bertujuan untuk menjalankan tugas: (1) memeriksa dan mengkaji 

Bahan yang digunakan; (2) memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; (3) 

memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; (4) meneliti lokasi Produk; (5) meneliti 

peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; (6) memeriksa pendistribusian dan penyajian 

Produk; (7) memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan (8) melaporkan hasil 

pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.
41

 Pengaturan Auditor Halal lebih lanjut akan 

diatur dalam Peraturan Pemerintah.
42

 

Dengan demikian, selain kontrol dan pengawasan LPH terhadap Auditor Halal, 

karena LPH yang mengangkat dan memberhentikan Auditor. Terdapat juga kontrol dan 

                                                 
35

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
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38
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39

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
40
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41
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pengawasan negara terhadap Auditor Halal, yaitu melalui sertifikasi Auditor halal yang 

dilakukan oleh MUI yang bekerjasama dengan BPJPH.
43

 Intinya bahwa negara berperan 

dalam melakukan penyelenggaraan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal. 

Selain BPJPH, LPH dan Auditor Halal, lembaga selanjutnya yang terlibat dalam 

penyelenggaraan jaminan produk halal dalam UU JPH adalah Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim,
44

 MUI 

dalam penyelenggaraan jaminan produk halal berperan dalam beberapa bidang, yaitu: (1) 

melakukan sertifikasi terhadap Auditor Halal; (2) menetapkan kehalalan produk berdasarkan 

fatwa halal tertulis; (3) melakukan akreditasi terhadap LPH; dan (4) menerbitkan fatwa haram 

terhadap sumber bahan produk (makanan).
45

 

Dari empat kewenangan MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut, 

tidak satu kewenangan pun yang diberikan kepada MUI secara mandiri. Pertama, 

kewenangan melakukan sertifikasi terhadap auditor halal, dilakukan bekerjasama dengan 

BPJPH.
46

 Kedua, penetapan kehalalan produk, dengan mengikutsertakan pakar, unsur 

kementerian, lembaga, dan/atau instansi terkait dalam Sidang Fatwa.
47

 Ketiga, melakukan 

akreditasi terhadap LPH, dilakukan bekerjasama dengan BPJPH.
48

 Keempat, menerbitkan 

fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan), ditetapkan oleh Menteri Agama 

berdasarkan fatwa MUI.
49

  

Dengan demikian, bahwa pemerintah memiliki kontrol dan pengawasan terhadap 

peran MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Berbeda halnya dalam draf RUU 

JPH, MUI masih diberi kewenangan untuk menyusun, menetapkan dan mengeluarkan standar 

halal dan sistem jaminan halal (SJH), untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan 

jaminan produk halal oleh BNP2H.
50

 Berdasarkan UU JPH, MUI tidak lagi dapat menerbitkan 

Sertifikat Halal, karena kemudian akan diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang 

diterbitkan MUI. Hal ini pemberlakuannya akan dimulai setelah terbentuknya BPJPH.
51

 

 

                                                 
43

Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal 
44

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
45

Pasal 1 angka 10, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2) huruf f, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 33, Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
46

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
47

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
48

Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
49

Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal 
50

Pasal 20 Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal 
51

Pasal 59 dan 60 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
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C. Penutup 

Dengan demikian dapat dismpulkan, bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal sebagai 

upaya JPH di Indonesia, diatur dengan menggunakan norma mandatory halal certification 

sebagai upaya untuk menjalankan mandatory halal information. Kelembagan penyelenggara 

JPH dilaksanakan oleh BPJPH, MUI, dan LPH. Kedudukan MUI memiliki pran sentral dan 

strategis dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, yaitu: Pertama, kewenangan melakukan 

sertifikasi terhadap auditor halal. Kedua, menetapkan kehalalan produk dalam Sidang Fatwa. 

Ketiga, melakukan akreditasi terhadap LPH. Keempat, menerbitkan fatwa haram terhadap 

sumber bahan produk (makanan).
52

 

  

                                                 
52

Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal 
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